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SEKILAS MENGENAI DITJEN AHU
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UNIT ESELON 1 YANG BERWENANG
DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN
SEBAGAI OTORITAS PUSAT

MEMILIKI 60 JENIS PELAYANAN
PUBLIK

SELURUH PEMBAYARAN PELAYANAN
PUBLIK DILAKUKAN SECARA ONLINE

BIDANG HUKUM
PERDATA

BIDANG HUKUM
PIDANA

BIDANG HUKUM
TATA NEGARA

BIDANG
OTORITAS PUSAT
DAN HUKUM
INTERNASIONAL

BADAN HUKUM (PT, YAYASAN, PERKUMPULAN)

PERDATA UMUM (LEGALISASI, PENERJEMAH TERSUMPAH, ADVOKAT ASING)
NOTARIAT (PENGANGKATAN, MUTASI, PERPANJANGAN, PEMBERHENTIAN)
FIDUSIA (PENDAFTARAN, PENCARIAN DATA)

HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA (WASIAT, PENDAFTARAN KURATOR)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PENGANGKATAN, MUTASI)
PENDAPAT HUKUM PIDANA DAN KETERANGAN AHLI
PERTIMBANGAN HUKUM GRASI

DAKTILOSKOPI (PENGAMBILAN DAN PERUMUSAN SIDIK JARI)

KEWARGANEGARAAN (PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN, KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN)

PEWARGANEGARAAN (PERNYATAAN UNTUK MENJADI WNI)

PARTAI POLITIK (PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK)

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH HUKUM PIDANA
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA (TRANSFER OF SENTENCED
PERSON)




SEKILAS MENGENAI SISTEM ADMINISTRAS|
BADAN HUKUM (SABH)

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan aplikasi elektronik milik Ditjien AHU untuk
pendirian, perubahan, dan pembubaran PT, Yayasan, dan Perkumpulan.

Ditlen AHU melakukan inovasi SABH untuk mempermudah masyarakat mendirikan PT agar dapat
berbisnis dengan berpedoman pada indikator Ease of Doing Business (EoDB)

Disamping mempermudah pendirian PT, Ditlen AHU juga tetap memperhatikan aspek kepastian hukum
dengan berpedoman pada indikator Financial Action Task Force (FATF) agar PT yang didirikan tidak
digunakan untuk kejahatan korporasi seperti tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme

Kedepannya, Ditjen AHU dipercaya menjadi lembaga yang berwenang untuk pengadministrasian seluruh
jenis badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan) maupun
yang bukan badan hukum (Persekutuan Perdata, Firma, CV, dll.)
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INOVASI SABH DALAM PENDIRIAN PT
UNTUK MENDUKUNG INVESTASI DI INDONESIA

Jenis Pelayanan 2009 2016

3. Pengiriman Dokumen Fisik
4. Penerbitan SK
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PERATURAN-PERATURAN YANG TELAH DITERBITKAN UNTUK MENDUKUNG INOVASI SABH
DALAM EODB UNTUK MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

MODAL DASAR RP O,-

Peraturan Pemerintah No.
29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Modal Dasar
Perseroan

PENURUNAN BIAYA PNBP
UNTUK MENDIRIKAN PT

Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 2016 Tentang Penerapan
Tarif PNBP di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM Rl

DIGITALISASI SECARA MENYELURUH
UNTUK ADMINISTRASI PT

Permenkumham No. 1 Tahun 2016
Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum
Dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Dan
Perubahan Data Perseroan Terbatas

untuk UMK

PEMBATASAN BIAYA YANG
DIBAYARKAN KEPADA NOTARIS
UNTUK MENDIRIKAN PT

Permenkumham No. 8 Tahun
2018 Tentang Tarif Jasa Notaris

AUTODEBET

INTEGRASI PEMBAYARAN
PENDIRIAN PT MELALUI

Permenkumham No. 7 Tahun
2018 Tentang Tata Cara
Pembayaran PNBP di Ditjen AHU




PERAN SENTRAL SABH DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
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INTEGRASI LAYANAR MENEMBUS PERINGKAT

PERIZINAN BERUSAHA MENJADI ANGGOTA
MELALUI ONLINE 4[9035?253}5\/@?5/: FINANCIAL ACTION TASK
SINGLE SUBMISSION FORCE (FATF)

(0SS) (EODB)
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PENGINTEGRASIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

PENYUSUNAN RANCANGAN
PERPRES 91 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG PERCEPATAN TENTANG PENERAPAN

PELAKSANAAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION
OLEH KEMENKO PEREKONOMIAN

PENDAFTARAN PERSEKUTUAN

PERDATA, FIRMA, CV, (SEBELUMNYA PENYUSUNAN PERMENKUMHAM

DI PENGADILAN NEGERI) DAN UNTUK REGULASI TEKNIS (TATA
KOPERASI (SEBELUMNYA DI CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN,
KEMENTERIAN KOPERASI DAN & PEMBUBARAN PERSEKUTUAN

UMKM) DISERAHKAN KE SISTEM PERDATA, FIRMA, DAN CV)
AHU ONLINE DITJEN AHU 2018




REFORM SABH UNTUK MENDUKUNG EODB

Integrasi pembayaran kepada Notaris
melalui Single Payment YAP BNI
(Permenkumham No. 7/2018 Tentang
Tata Cara Pembayaran PNBP di
lingkungan Ditjen AHU)

Menurunkan biaya yang dibayarkan ke
Notaris untuk mendirikan PT UMKM
(Permenkumham No. 8/2018 Tentang
Tarif Jasa Notaris untuk UMKM)

Integrasi data dengan Ditjen Pajak
untuk mempersingkat proses
mendapatkan NPWP (dalam tahap
pengembangan aplikasi)
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SABH DALAM MENDUKUNG INDONESIA MENJADI ANGGOTA
FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

Aplikasi Beneficiary Ownership Penerapan Know Your Customer
Ditjen AHU telah menyiapkan Telah diterbitkan Permenkumham No. 9
aplikasi BO untuk masuk kedalam Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ). Dengan adanya

sistem SABH. Dengan adanya Peraturan ini, Notaris berkewajiban

aplikasi BO ini, akan jelas memastikan pendiri PT, Perkumpulan,

informasi siapa BO (penerima dan Yayasan adalah pihak yang dapat

manfaat) sesungguhnya atas PT mempertanggungjawabkan dan tidak
yang telah didirikan. terindikasi akan mendirikan badan usaha

untuk tindak pidana pencucian uang,
pendanaan terorisme, dan tindak pidana
korproasi lainnya
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-GULASI YANG SEDANG DIPERSIAPKAN DITJEN
UNTUK PEMBARUAN SAB
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R-PERMENKUMHAM
TENTANG TATA CARA
PENDIRIAN,

PERUBAHAN, DAN R-PERMENKUMHAM

TENTANG TATA CARA
PENDIRIAN KOPERASI

RUU BADAN USAHA

PEMBUBARAN
PERSEKUTUAN
PERDATA, FIRMA,
DAN CV
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